BAB V
PENUTUP
1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Tinjauan yuridis terhadap asal usul anak luar kawin dalam konteks
pencatatan kependudukan yakni didalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengemukakan bahwa anak yang
lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
Ibunya dan keluarga lbunya. Dalam hal pencatatan kependudukan,
anak luar kawin berhak mendapatkan kepastian hukum atas
kepemilikan dokumen berupa akta kelahiran seperti halnya yang
dimiliki oleh anak dari hasil perkawinan yang sah. Perbedaannya
hanya terletak pada persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran
tersebut dimana anak luar kawin tidak dimintakan buku nikah kedua
orangtuanya melainkan pernyataan dari orang tua anak yang
bersangkutan untuk tidak keberatan bahwa nama ayah tidak
dicantumkan didalan pembuata akta kelahiran tersebut. Disamping itu
dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Administrasi Kependudukan dimana anak di luar kawin, yang dicatat
adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan
kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu. Oleh karena itu,

terkesan bahwa anak tersebut hanya merupakan anak dari Ibu yang
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5.2 Saran

melahirkannya tanpa terdapat nama ayah biologis dari anak yang
bersangkutan.

Akibat hukum terhadap asal usul anak luar kawin dalam konteks
pencatatan kependudukan yakni akta kelahiran dari anak yang
bersangkutan hanya dimuat nama Ibu saja dikarenakan orangtua dari
anak tersebut tidak dapat menunjukkan buku nikah/akta nikah untuk
perkawinan yang sah dan Ibu tersebut merupakan orang yang
melahirkan anak yang bersangkutan. Disamping itu, ayahnya akan
membuat pernyataan untuk tidak keberatan apabila tidak dicantumkan

namanya di dalam akta kelahiran tersebut diatas materai 6000.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Bagi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sebaiknya melakukan
sosialisasi terhadap masyarakat pada umumnya terkait dengan
pencatatan perkawinan bagi pasangan yang menikah untuk menikah
sah secara agama dan dicatatkan di Catatan Sipil sehingga akta
kelahiran anak tersebut dapat dimuat nama Ibu dan ayah dari anak
yang bersangkutan.

Bagi orangtua dari anak yang bersangkutan sebaiknya menikah secara
sah baik agama maupun hukum Negara sehingga anak tersebut dapat
memperoleh kepastian hukum terkait dengan akta kelahiran yang

memuat nama ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan.
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